BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pertimbangan hakim dan penerapan
hukuman terhadap tindak pidana Fraud dan pencucian uang dalam Putusan
Nomor 527/PID.B/2024/PN BGL, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Pertimbangan Hakim dalam Membuat  Putusan =~ Nomor
527/PID.B/2024/PN BGL tentang Tindak Pidana Fraud dan Pencucian
Uang.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah didasarkan
pada aspek yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, hakim
mempertimbangkan dakwaan jaksa, keterangan saksi, keterangan
terdakwa, barang bukti, serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana
Fraud dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara non-yuridis, hakim
mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa yang menimbulkan
kerugian bagi nasabah dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga perbankan syariah, serta memperhatikan keadaan terdakwa
selama proses persidangan.

Namun, secara kritis dapat ditemukan bahwa pertimbangan hakim
masih lebih berorientasi pada pembuktian unsur pidana dan pemidanaan
pelaku, sementara pertimbangan mengenai pemulihan kerugian korban

dan tanggung jawab institusi perbankan belum diuraikan secara
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mendalam. Padahal, dalam kejahatan perbankan yang melibatkan
penyalahgunaan jabatan, lemahnya sistem pengawasan internal bank
turut menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya tindak pidana
tersebut. Oleh karena itu, putusan ini belum sepenuhnya menggambarkan
pendekatan keadilan yang bersifat komprehensif, terutama dalam aspek
perlindungan korban dan pencegahan kejahatan serupa di masa
mendatang.

. Penerapan Hukuman terhadap Tindak Pidana Fraud dan Pencucian Uang
Perspektif Siyasah qadhaiyyah.

Penerapan hukuman dalam Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN
BGL pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah
qadhaiyyah karena bertujuan menegakkan keadilan, memberikan efek
jera kepada pelaku, menjaga kemaslahatan masyarakat, dan melindungi
harta (hifz al-mal) sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam. Tindak
pidana Fraud dan pencucian uang termasuk dalam kategori jarimah ta'zir,
sehingga hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman
sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan.

Akan tetapi, dari perspektif siyasah qadhaiyyah, hukuman yang
dijatuhkan masih lebih menitikberatkan pada aspek represif (pembalasan
dan penjeraan) dibandingkan aspek restoratif yang berorientasi pada
pemulihan hak-hak korban. Dalam konsep sivasah qadhaiyyah, tujuan
penegakan hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga

mewujudkan kemaslahatan dan mengembalikan hak pihak yang



96

dirugikan. Oleh karena itu, efektivitas putusan ini dalam mencapai
keadilan substantif masih dapat diperdebatkan, khususnya apabila
pemulihan kerugian korban belum terlaksana secara optimal.

Secara keseluruhan, Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN BGL telah
memenuhi prinsip legalitas dan keadilan formal, namun masih terdapat
ruang untuk penyempurnaan dalam mewujudkan keadilan substantif
sebagaimana yang dikehendaki oleh konsep siyasah qadhaiyyah,
terutama terkait perlindungan korban, pemulihan kerugian, dan
penguatan tanggung jawab institusi perbankan dalam mencegah

terjadinya Fraud dan pencucian uang.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum dan lembaga perbankan syariah diharapkan dapat
memperkuat sistem pengawasan internal serta meningkatkan penerapan
prinsip kehati-hatian guna mencegah terjadinya tindak pidana Fraud dan
pencucian uang di lingkungan perbankan syariah.

2. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana Fraud dan
pencucian uang diharapkan tidak hanya mempertimbangkan aspek
kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan dan
kemaslahatan sesuai prinsip siyasah gadhaiyyah agar putusan dapat

memberikan efek jera dan perlindungan bagi masyarakat.
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